
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan 

penulisan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dalam mendukung 

otonomi daerah di Kota Padang untuk tahun anggaran 2015 sampai 

dengan tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 19,72%, angka ini 

dikategorikan kurang. Meskipun kontribusi setiap tahunnya mengalami 

peningkatan tetapi masih belum. 

2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Padang untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019 

memiliki rata-rata sebesar 7,42%, yang artinya kontribusi pajak 

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diketahui sangat kurang 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena 

persentase kontribusi berada dibawah 10%. 

3. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kota 

Padang belum terlalu efektif untuk penerimaan pajak restoran. Terbukti 

dengan hasil yang diperoleh oleh BAPENDA masih belum 

memuaskan. Karena pajak restoran belum terlalu signifikan 

memberikan sumbangan bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah untuk Kota Padang. 



 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka dari itu 

penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan 

pajak restoran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja dan mengevaluasi 

kembali pemungutan pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah dan melakukan pembinaan dan edukasi kepada wajib 

pajak yang tidak patuh. Sehingga pajak restoran dapat berkontribusi 

besar terhadap pajak daerah dan PAD Kota Padang. 

2. Seharusnya pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memberikan 

penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. 

3.  Menyederhanakan prosedur pembayaran pajak bagi wajib pajak. 

Apabila prosedur yang sulit maka wajib pajak juga akan enggan untuk 

mengurus dan melakukan pembayaran pajak kepada BAPENDA. 

4. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak dan pihak 

yang melakukan pungutan agar tidak adanya penyelewengan terhadap 

dana dari yang dipungut maupun yang memungut. 

 

 

 

 

 


